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PUTUSAN
Nomor 76 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus
sebagai berikut dalam perkara:
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBANGUNAN
SISTEM JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK PROVINSI DKI
JAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Taman Jati Baru,
Nomor 1, Jakarta Pusat 10150;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yosa S. Gurmilang,
S.H.,M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Pegawai Negeri
Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus DKI Jakarta di Biro
Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus DKI Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/PPBJ-
SJBE/SKRT/U/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020;
Pemohon Kasasi;
Lawan

PT BALI TOWERINDO SENTRA, TBK., beralamat di Kantor
Pusat di Jalan Sunset Road Nomor 5, Badung, Bali dan
berkantor representatif di Wisma Keiai, Lantai 22, Jalan
Jend. Sudirman, Kav. 3, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh
Jap Owen Ronadhi dan Lily Hidayat, jabatan Direktur Utama
dan Wakil Direktur Utama;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rinni Ariyany, S.H., M.H.,
dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat
pada ANG Law Firm, beralamat di Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September
2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari putusan ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh
Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan ditunda berlakunya sampai adanya putusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde) Surat
Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama
Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal
2 Agustus 2019;

3. Menyatakan bahwa Tergugat dilarang melakukan tindakan-tindakan lebih
lanjut sehubungan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat
merugikan Penggugat antara lain mengadakan proses pelelangan baru
untuk pembangunan sistem jalan berbayar elektronik;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pengumuman Pembatalan Lelang
dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan
Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman Pembatalan
Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem
Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019 (in casu Keputusan
TUN);

4. Memerintahkan Tergugat melakukan perubahan Dokumen Permintaan
Proposal agar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu
Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor melalui Sistem Jalan
Berbayar Elektronik;

5. Memerintahkan Tergugat melanjutkan proses lelang dengan ID Lelang
33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar
Elektronik;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
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Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan
eksepsi Eksepsi Mengenai Diskualifikasi In Person Penggugat (Penggugat
Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum Atau Tidak Memiliki Persona Standi In
Judicio);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 191/G/2019/PTUN-JKT,
tanggal 03 Maret 2020, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut
dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan
Putusan Nomor 153/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Agustus 2020, kemudian
terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan
pada tanggal 14 Agustus 2020 permohonan tersebut diikuti dengan Memori
Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 27 Agustus
2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada
tanggal 27 Agustus 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat);

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 153/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 28 Juli 2020 Juncto Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 191/G/2019/PTUN-JKT
tanggal 3 Maret 2020;
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3. Membatalkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
191/G/2019/PTUN-JKT tanggal 3 Maret 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat
(Terbanding/Termohon Kasasi) seluruhnya;

Dalam Eksepsi Dan Pokok Perkara

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

2. Menolak gugatan Penggugat (Terbanding/Termohon Kasasi) untuk
seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat
(Terbanding/Termohon Kasasi) tidak dapat diterima;

3. Menghukum Penggugat (Terbanding/Termohon Kasasi) untuk membayar
seluruh biaya perkara yang timbul baik dalam tingkat pertama, tingkat
banding, maupun kasasi;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara a
guo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum
(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon
Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 September
2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut
Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena
Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan
pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 18 Keputusan Kepala Unit Pengelola Sistem
Jalan Berbayar Elektronik (UP SJBE) Nomor 6 Tahun 2016 tidak hanya
mengatur bahwa lelang gagal karena alasan dalam evaluasi penawaran
ditemukan bukti persaingan tidak sehat namun juga apabila ditemukan
materi dari dokumen pengadaan tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Unit

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 76 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Nomor 6 Tahun 2016, sebagai
berikut:
“(1) Pelelangan dinyatakan gagal dalam hal:
a. Tidak ada peserta yang memasukkan dokumen penawaran;
b. Pelelangan tidak menghasilkan pemenang;
c. Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti persaingan tidak sehat;
d. Sanggahan dinyatakan benar dengan materi:
1) Dugaan KKN dan atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan pelelangan dinyatakan benar;

2) Dokumen pengadaan tidak sesuai dengan peraturan Kepala

Selain itu dalam ketentuan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi sebagai
berikut:

(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran
setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;

e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;

g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Lainnya di atas HPS;

h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau KKN
melibatkan Pokja Pemilihan/PPK;

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tersebut, telah jelas diatur bahwa pembatalan lelang
karena ditemukannya kesalahan dalam Dokumen Pemilihan adalah alasan
yang sah dan berdasarkan hukum;
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Bahwa adanya ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan dokumen
pengadaan dengan ketentuan peraturan Keputusan Kepala UP SJBE
6/2016, maka Panitia Lelang dapat menyatakan lelang gagal. Panitia Lelang
dapat mengambil inisiatif untuk mengevaluasi pelaksanaan lelang apabila
ditemukan adanya ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan dokumen
pengadaan dengan Keputusan Kepala UP SBJE berdasarkan prinsip
contarius actus penerbit KTUN dianggap berwenang pula untuk
membatalkan keputusannya.. Untuk  alasan  tersebut, Panitia
Lelang/Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) pun telah meminta
pendapat hukum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengenai apakah
terdapat ketidaksesuaian tersebut, dimana pendapat kedua lembaga yang
berkompeten tersebut menyatakan adanya ketidaksesuaian antara dokumen
pengadaan dengan ketentuan yang berlaku termasuk Keputusan Kepala UP
SBJE Nomor 6 Tahun 2016, sehingga diambil keputusan oleh Panitia Lelang
untuk membatalkan proses lelang hingga ada perbaikan terhadap dokumen
pengadaan;

Dengan demikian Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa
adalah sah dan berdasar hukum, dan oleh karenanya tindakan Tergugat
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut
Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan
kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor 153/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 28 Juli
2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 191/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 03 Maret 2020 tidak dapat
dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung
mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di

bawabh ini;
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Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan
mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang
dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan
sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya
perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain
yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PANITIA
PENGADAAN BARANG/JASA PEMBANGUNAN SISTEM JALAN
BERBAYAR ELEKTRONIK PROVINSI DKI JAKARTA;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
dengan Putusan Nomor 153/B/2020/PT.TUN.JKT. tanggal 28 Juli 2020
yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 191/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 03 Maret 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;

2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua
tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah
Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,
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C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is
Sudaryono, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H.
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,
ttd. ttd.
Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biava: Untuk salinan
y Y Mahkamah Agung RI

1. Meterai Rp 10.000,00 :
. ! atas nama Panitera
2. Red"’_‘k_s' ) ) Rp 10.000,00 Panitera Muda Tata Usaha Negara,
3. Administrasi kasasi Rp 480.000,00
Jumlah Rp 500.000,00

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001
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